Menimbang :

SALINAN -

PRESIDEN
REPUBL I INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 26 TAHUN 1981
TENTANG

PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN UMUM DANA
TABUNGAN DAN ASURANSI. PEGAWAI NEGERI
MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa Perusahaan Umum Dana Tabungan Dan Asuransi Pe-

gawai Negeri yang didirikan dengan Peraturan Pemerin-

- tah Nomor 15 Tahun 1963 (Lembaran Negara Tahun 1963
Nomor 21) setelah melalui penelitian dan penilaian,
dapat memenuhi syarat-syarat untuk dialihkan bentuk-
nya menjadi Perusahaan Perseroan {PERSERO) sebagaima-
na termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Ta-
hun 1969; ' |
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Pasal 'S ayat (2} Undang-Undang Dasar 1945;

Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun
1847 Nomor 23) sebagaimana telah beberapa kali di-
ubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang
Nomor 4 Tahun 1971 (Lembaran Negara Tahun 1971 No-
mor 20, Tambahan Lembaran_Nega:a Nomor 2559);

Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 tentang Per-
usahaan Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1989); '

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor

1 Tahun 1869 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890), tentang Ben-

tuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang (Lem-
baran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2904);
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rMenetapkan :

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 tentang
Perusahaan Perseroan (PERSERC) (Lembaran Negara Ta-
hun 1969 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor
2894); '

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1971 tentang Pem-
berian Kelonggaran Perpajakan Terhadap Perusahaan-
Perusahaan Negara yang dialihkan Bentuk Usahanya
menjadi Perusahaan Jawatan dan Perusahaan Perseroan

{Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 6, Tambahan Lem-

baran Negara Nomor 2953};
L]

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972 tentang
Perubahan atas ketentuan.Pasal 7 Peraturan Pemerin-

“tah Nomor 12 Tahun 1969 tentang Perusahaan Persero-

an (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2894); (Lembaran Negara Tahun
1972 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2987);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang
Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Nega-
ra Tahun 1981 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3200). '

MEMUTUSKAN::

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSA-
HAAN UMUM DANA TABUNGAN DAN ASURANSI PEGAWAI NEGERI
MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO).

BAB . I
PENGALIHAN BENTUK DAN PEMBUBARAN

Pasal .1

(1) Perusahaan Umum Dana Tabungan Dan Asuransi Pegawai

Negeri, ...



Negeri, selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini
disebut PERUM TASPEN yang didirikan dengan Peratur-
an Pemerintah Nomor 15 Tahun 1963 (Lembaran Negara
Tahun 1963 Nemor 21) dialihkun bentuknya menjadi
Perusahaan Perseroan (PERSER(Q) sebagaimana yang di-
maksudkan dalam Pasal 2 ayat {(3) Undang-undang No-,
mor ¢ Tahun 19665. ' -

(2) Dengan dialihkannya bentuk PERUM TASPEN menjadi Per-
usahaan Persercan {PERSERO} sébagaimana dimaksud da-
lam ayat (1) selanjutnya dalam Peraturan Pemerin-
tah ini disebut PERSERO, PERUM TASPEN dinyatakan
bubar pada saat pendirian PERSERO tersebut dengan
ketentuan bahwa segala hak dan kewajiban, kekayaan
serta‘perlengkapan dari PERUM TASPEN yang ada pada
saat pembuba}annya, beralih kepada PERSERO yang ber-
sangkutan. '

(3) Semua hal yang bertalian dengen pelaksanaan pembu-
~ baran PERUM TASPEN sebagsimana dimaksud dalam ayat
{2) diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan ber-
dasarkan peraturan perundang-ﬁndangan yang berlaku.

\ BAB  II
TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 2

Maksud dan tujuen PERSERO adalah menyelenggarakan
Asuransi Sosial:termasuk Asuransi dana pensiun dan ta-
bungan hari tua bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimane
dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Femerintah Nomor 25
Tahun 1981, ' |

BAB  IIIl ...



BAB If1
MODAL PERUSAHAAN

Pasal 3

{1) Modal PERSERO merupakan kekayaan Negara yang dipi-
sahkan dan terbagi atas saham-saham sesuai dengan
ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 197Z.

(2} Modal PERSERO yang ditempatkan dan disetor pada
saat pendiriannya seluruhnya. merupakan penyertaan
Negara Republik indonesia yang besarnya ditetap-
kan oleh Menteri Keuangén. :

(3) Ketentuan-ketentuan lain mehgenai permcdalan terma-
-~ suk penetapan modal dasar PERSERO diatur dalam
Anggaran Dasarnya.

(4} Neraca Pembukaan PERSERO ditetapkan oleh Menteri
Keuangan. '

BAB Iv
PELAKSANAAN PENDIRIAN PERUSAHAAN

Pasal 4

Pelaksanaan pendirian PERSERO sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 ayat (1) dilakukan menurut ketentuan-ke-
tentuan Kitab Uhdang-undang Hukum Dagang {Staatsblad.
Tahun 1847 Nomor 23) sebagaimana telah bebérapa-kali,
diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang
Nomor 4 Tahun 1971 (Lembaran Negara Tahun 1971 Nemor
20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2959) dengan mem-
perhatikan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam

Peraturan ...



Peratursn Pemerintah Nomor 12 Tahun 1968 (Lembaran Ne-
gara Tahun 1969 Nomor 21, Tambahan iembaran Negara No-
mor 2894) jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972
(Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 32;}Tambahan'Lembar~
an Negara Nomor 2987).

Pasal 5

(1) Penyelesaian pendirian PERSERO sebagéimana'diﬁéiSud
dalam Pasal 4 dikuasakan dengan hak substitusi ke-
pada Menteri Keuangan.

{(2) Kepada Menteri Keuangan diberikan kekuasaan untuk
menunjuk seseorang untuk ikut serta mendirikan PER-
SERO tersebut, sesuai dengan ketentuan yang termak-
tub dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomecr 12 Ta-
hun 1569 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 21, Tam-

- bahan Lembaran Negara Nomor 2894).

BAB v
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Terhitung mulai saat berdirinya PERSERO serta dibubar-
kannya PERUM TASPEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1963
{Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 21) dan semua per-
aturan pelaksanaannya dinyatakan tidak berlaku lagi.

| Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Peme-
rintah ini akan diatur tersendiri.

BAB VI ...



BAB Vi
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

" Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya,“memerintahkan .
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempat~
annya dalam Lembaran Negara Republik Indone51a

-Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 1981

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Diundangkan di Jakarta ' ttd
pada tanggal 30 Juli 1981 ' :

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO | ¢

ttd

SUDHARMONO, S.H,

RS

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1981 NOMOR 38

Disalin sesuai aslinya oleh -
SEKRETARIAT NEGARA R.I.




